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ABSTRAK 

SRI HARTINI, NPM 200710115101. Judul "PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI KORBAB PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG 
BUKAN ISTRINY A" 

Hampir setiap hari berita tentang terjadinya kriminalitas dimuat di media 
massa. Terutama di kota-kota, terlihat bahwa semakin "berani" orang melakukan 
pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang ada. Kadang-kadang sifat 
kriminalitas yang dilakukan menjurus kearah kebrutalan dan tindakan di luar 
perikemanusiaan, salah satunya kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan ini banyak 
menimbulkan reaksi di berbagai kalangan masyarakat, terutama kaum wanita. Salah 
satu kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak mendapat sorotan, adalah tindak 
pidana perkosaan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah 
mengatur dengan tegas, dan memberikan sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku 
tindak perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Namun, pada kenyataan 
kejahatan itu tidak berkurang. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama 
bagi kaum wanita. Pada tindak pidana perkosaan, akibat yang ditimbulkannya 
mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, maupun pada diri korban sendiri yang 
menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Sejalan dengan fungsi primer dari hukum 
pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak pidana juga, harus 
mendapat perhatian, dan perlindungan. Untuk itu perlu diteliti bagaimana 
perlindungan hukum terhadapan korban perkosaan dan faktor apa yang 
mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak 
pidana perkosaan. 

Metode penelitian yang dugunakan adalah metode deskritif analisis dan 
metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu 
pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaj i dan menelaah peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, baik dalam hukum pidana 
materil maupun hukum pidana formil yang berlaku saat ini, sama sekali belum ada 
mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Bentuk 
perlindungan melalui Pasal 14 a-f KUHP dan Pasal 98-101 KUHAP, masih bersifat 
abstrak (in abstracto), tidak secara langsung menyentuh kepentingan korban. 
Sedangkan KUHAP masih sangat bersifat effender oriented. Faktor internal yang 
berasal dari korban seperti kooperatif atau tidaknya korban dan keluarganya serta 
faktor eksternal yang berupa kesadaran dari masyarakat dalam menj aga tern pat 
kejadian perkara (TKP). Untuk itu perlu menempatkan juga petugas kepolisian 
perempuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan terhadap korban 
perkosaan, dan sebaiknya ada petunjuk baku yang dapat dipakai sebagai pedoman 
oleh para hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana 
perkosaan. Hendaknya dapat dihidupkan kembali jenis pidana bersyarat dalam rangka 
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. 
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